
........................................ (13) 
NIP/NRP (14) 

} (12) 

} (11) 

2. Revisi Anggaran tersebut menyebabkan penambahan pagu anggaran pada 
Satker: 
a Kegiatan sebesar Rp . 
b Kegiatan sebesar Rp . 

3. Revisi Anggaran tersebut menyebabkan pengurangan pagu anggaran pada 
Satker: 
a. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. .. . Kegiatan sebesar Rp .. 
b Kegiatan sebesar Rp . 

4. Dengan ini dinyatakan bahwa Revisi Anggaran antar Satker tersebut dapat 
disetujui. 

5. Dalam rangka penyelesaian Revisi Anggaran tersebut, Satker-Satker yang 
mengalami revisi diharapkan mengajukan Revisi Anggaran kepada Kanwil 
DJPBN secara bersamaan. 

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. 
Sekretaris Jenderal/Sekretaris 
Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I K/L 

1. Sehubungan dengan usulan Revisi Anggaran melalui surat nornor (6) 
dengan rincian: 
a. Lingkup (7) 
b. Program (8) 
c. Satker - 

1) Kegiatan . 
2) Kegiatan . 

d. Satker >-- (9) 
1) Kegiatan . 
2) Kegiatan . . . . . . . . . . . . . _ 

e. Keluaran (10) 

Di 
Temp at 

Yth. 1. Kepala Satker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. } 
2. Ke pal a Satker . . . . .. . . .. . .. .. . .. .. . . . . . . . . .. (5) 
3. Kepala Satkcr . 

: Persetujuan Revisi Anggaran An tar Kegiatan dan Antar Satker 

(tanggal-bulan) 2014 /2014 I : S- 
: Segera 

Nomor 
Sifat 
Lampi ran 
Hal 

KEMENTERIAN / LE MBA GA (2) } 
UNIT ES ELON I.. (3) Kop 
Alamat (4) 

LOGO (1) 

FORMAT SURAT PERSETUJUAN ESELON I 

MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INOONESIA 

UIMl'IRAN I 

~t~ci~RA~.;1~~f~ otYt8it REPusuK 1NooNES11\ 
·mNTI\NO 
T .. TA C/\R/1 l{EVISJ /\NOO/\RJ\N T/\HUN /\NOO/\RI\N ?.014 



Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO UMUM 

u.b. 
KEPALA BAG!AN T.U. KEMENTERIAN 

~ J· IJ 
GIARTO~ 
NIP 195904201984021001/ 

MUHAMAD CHATIB BASRI 

ttd. 

MENTERI KEU/\.NGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Keterang,an: 
1. Diisi dengan logo K/L. 
2. Diisi dengan nomenklatur K/ L. 
3. Diisi dengan unit eselon I pengusul Revisi Anggaran. 
4. Diisi dengan aJarnal unil eselon I. 
5. Diisi dengan Satker-Satker yang mengajukan Revisi Anggaran .. 
6. Diisi dengan nomor surat usulan Revisi Anggaran yang diajukan oleh Satker. 
7. Diisi dengan jenis Revisi Anggaran yang dilaksanakan. 
8. Diisi dengan Program yang dilaksanakan. 
9. Diisi dengan Satker-Satker dan Kegiatan-kegiatan yang mengalami Revisi 

Anggaran. 
10. Diisi dengan Keluaran-Keluaran yang mengalami Revisi Anggaran, 
11. Diisi dengan Satker-Satker dan Kegiatan-Kegiatan yang mengalami 

penambahan anggaran beserta nominalnya. 
12. Diisi dcngan Satker-Satker dan Kegiatan-Kegiatan yang mengalami 

pengurangan anggaran beserta nominalnya. 
13. Diisi dengan nama Sekretaris Jcndcral/Sckrctaris Utama/Sekretaris/ Pejabat 

Eselon I K/L penanda tangan surat persetujuan Eselon l 
14. Diisi dengan NIP/NRP Sekretaris Jenderal/Sekrelaris 

Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I K/L penanda Langan surat perselujuan 
Eselon I. 

MENTER! KEUANGAN 
AEPUSLIK INOONESIA 

- 2 - 



dan Anggaran Revisi 

1. clokumen pendukung tidak lengkap; atau 

2. pcnelaahan Revisi Anggaran ditolak, 
DJA akan menetapkan Surat Penolakan 
rnenyampaikannya kepada Eselon I. 

3. Setelah usulan Revisi Anggaran direviu oleh APIP K/1, Eselon I rnenyiapkan 
usulan-usulan Revisi Anggaran dan meJengkapi dokumen pendukung untuk 
disampaikan kepada DJA. 

4. DJA mcncliti surat usulan Revisi Anggaran dan kclengkapan dokumen 
pendukung. 

5. DJA rnelakuka.n penelaahan dengan K/L untuk usulan revisi yang 
menyebabkan pagu anggaran K/L berubah. 

6. Dalam hal: 

1. Eselon I menyiapkan usulan perubahan anggaran untuk direviu oleh 
APIP K/L 

2. Reviu yang dilakukan APIP K/L yaitu dengan melakukan verifikasi atas 
kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan 
dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran. 

Keterangan: 

Rl(fl.J</L· 
DIP/\ 

server ~ • pe1'$CllljUM revlsl: 
• Kodcdlclmlsrnmpyc 

baru, 

• Surat per1etuJu:1n 
rtvlsf.dll1111plrl 
NoUOk.ul. 

• • t I Notlfik:tsl da1·i sistem: • Upload kc • • l 
----:>- • Sur:,t penoloka11 

revlst. 
• Pencccoka11 

OHPRKA· 
K/L. 

N y 

0 
Penclcahan 

....____ _ __,. • Suratusulan revisl: 
• D:tl:9 dan Dokumen 

Pendukung 

revisi :megAm11 dao 
kelengkapan Dokumcn 
pendukung: 

revlsl3ngg•n111d:m 
kelengkapan OoJ..-ume11 
pendukune: 

MEKANISME PENYELESAIAN REVIS! ANGGARAN 
PADA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 

MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

LAMPIRAN II 
Pl?:RIITURIIN MENTER! KEU/\NO/\N REPUBUK INDONESI/\ 
NOMOR 7JPMK.02/2014 
Tl<'NTANO • 
T,.T/\ C/\R/\ RIWISI /\NOO/\R/\N T/\HUN /\NOOAR/\1'12014 



Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BYRO UMUM 

u.b.' 
KEPALA BA6IAN T.U. KEMENTERIAN 

~~'(&,ol.l' _.......-IJ 
GIARTO : / / 
NlP 195 042~J,0.0jJ 

~~,qe·· • / 
~.::.~/ 

MUHAMAD CHATIB BASRI 

ltd. 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

7. Dalam hal pcnelaahan atau penelitian kelengkapan Revisi Anggaran disetujui, 
OJA akan menerbitkan DHP RKA-K/L Revisi. 

8. Berdasarkan DHP RKA-K/L Revisi, OJA akan mengunggah ADK RKA-K/L­ 
DIPA Revisi untuk memperbarui database. 

9. Setelah database di-upload, server akan memberikan notifikasi persetujuan 
revisi dan menerbitkan kode ·digital stamp baru. 

10. OJA menerbitkan surat persetujuan revisi yang dilampiri notifikasi sistem. 
11. Eselon l menerima persetujuan revisi dari DJA dan melaksanakan kegiatan 

sesuai persetujuan revisi. 

-2- 

MENTEAI KEUANGAN 
AEPUBLIK INOONESIA 



Salinan scsuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO UMUM 

u.b. 
KE?ALA BAG!AN T.U. KEMENTERIAN ,. 

~~¢R;;;1J 

MUIIAMAD Cl-11\TIB BASRI 

ltd. 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) rnenyiapkan usulan Rcvisi Anggaran beserta 
dat.a dan dokumen pendukung. 

2. KPA menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB). 

3. Dalam hat Revisi Anggaran memerlukan persetujuan Esclon KPA 
mengajukan usulan Revisi Anggaran kepada Esclon I unluk mendapatkan 
pcrsetujuan. 

4. Berdasarkan persetujuan Esclon 1, KPA mcngajukan usulan Revisi Anggaran 
kepada Kanwil DJPB. 

5. DJPB menelili usulan revisi dan kesesuaian dengan dokumcn pcndukung. 

6. Dalam hal Revisi Anggaran ditolak, Kanwil DJPB rnenerbitkan 
Surat Penolakan Revisi Anggaran. 

7. Dalam hal Revisi Anggaran disetujui, Kanwil DJPB akan mclakukan ,! 
upload ADK ~KA-K/ L DIPA ke server. 

8. Setelah ADK RKA-K/L DIPA divalidasi oleh sistem, secara otomatis akan 
diterbitkan notifikasi dan kode digital stamp baru sebagai tanda pengesahan 
Revisi Anggaran. 

9. Kanwil DJPB menyampaikan surat persetujuan yang dilampiri notifikasi 
pengesahan Revisi Anggaran. 

10. KPA melaksanakan kegiatan berdasarkan pcngcsaban Revisi Anggaran dari 
Kanwil DJPB. 

Keterangan: 

Not.lnt«u,1 dtwi :,i3tcm, 
• p~11gu$nhnn rcvlrd; 
• l<oclfJdlglt:det:amp)'S l>tu'\I. 

• Surnt s,C!ngc.sttlu,n e-evtal, 
J,kuupoi Notinkn.:.".:l. 

--------~· .-------· 
• Upto~d ke server­ 

RKA· K/L·OIPA 

y - t • 
I I ~ • Surat pe.nol:dum revf•L . .......-------- 

• t,·tonolltl stirnr wn1lnu rc,vlsl 
·""ft61'rl'ln dnn k,,.l,tnr,k-Apllu 
Ookum~n µenduk\>np..: 

N 

• Me11ellll 11!tulAn Ht"vt .. i Anuanrnu 
<111111 flll!'O("l'hldtnn t.lf"l"fl("\UJUAU 
rrvl•I nngg.nrnn 

0 

"-ur.,t 
ro,·a-elll)UAII 

U.elonl • • • .. t • -r::r 
. Knnwll_ J?J!'U ·. ,-~;;; 

, MEKANISME PENYELESAIAN REVISI ANGGARAN 
PADA KANTOR WlLAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 

MENTER! KEUANC3AN 
AEPUBLJK INOONESIA 

LAMPIR/\N Ill 
•· PERATIJRIIN MENTER! KEU/INOIIN REPUBUK INDONESl/1 

NOMOR 7/PMK.02/2014 
TENTANO 
TATA CARA REVISI ANCCARAN TAIIUN IINCCARAN 2014 



Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO UMUM 

u.b. 
KCPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN 

MUHAM/\D CilATIB BASRl 

ttd, 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

6. .Jika Revisi Anggaran merupakan kewenangan OJA, Eselon I menyiapkan surat 
usulan Revisi Anggaran yang dilengkapi dokumen pendukung. 

7. Eselon I menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada DJA untuk mendapat 
pengesahan. 

4. Dalam usulan Revisi Anggaran disetujui dan 
Kanwil DJPB maka Eselon I mcncrbitkan Surat 
disampaikan kepada KPA. 

5. Berdasarkan surat persetujuan Eselon I KPA menyampaikan usulan Revisi 
Anggaran kepada Kanwil DJPB. 

merupakan kcwcnangan 
Persetujuan Eselon I dan 

1. KPA menyiapkan usulan Revisi Anggaran dan menyampaikan kepada Eselon I 
beserta data dan dokumen pendukung. 

2. Esclon l mcnerima usulan Revisi Anggaran rneneliti surat usulan, mengecek 
kewenangan Revisi Anggaran, scrta rnerneriksa kelerigkapan dokumcn 
pendukung. 

3. Dalarn hat usulan Revisi Anggaran ditolak maka Eselon I menerbitkan surat 
penolakan Revisi Anggaran. 

N 

R~elon I numyl:1pkcot: 
• Surat uaulnn rcvh1I; 
• Oi1W d1'n Ookumf"ln f'Pnrl11k11n.r. 

Keterangan: 

• Me.ne,@ciek kewen11nr.11n; 
• Mernerlk3ll kclengkopnn 

Dokumeu pendukung; 

Melompfron; 
• Surat Uaulan ,-.vi:11; 
• Doto don Doknnl~n 

r~nrtuk\mc 

• Menelltl Surnt usulnn 

I 

"KP/\ 

I 
MEKANISME PENYELESAIAN REVlST ANGG/\R/\N 

YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA 

LAMPIRAN IV 
.•• PERATURAN MENTER! K&UIINOAN Kt'.l'UBUK INDONESIII 

NOMOR 7/PMK.02/2014 
TE:NTANO 
TAT/I CIIRA REVIS! IINOOIIRIIN TIIIIUN /INOOI\RJ\N 2014 

MENTEAI KEUANGAN 
AEPUBLIK INOONESIA 



Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO UMUM 

u.b. 
l(EPALA BAGlAN T.U. KE'MENTERIAN 

MUHAMAD CHATIB BASRI 

ttd. 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

1. KPA melakukan Revisi Anggaran scsuai dengan kewenangannya. 

2. KPA meneliti apakah Revisi Anggaran yang dilakukan KPA mcngubah 
DJPA Pelikan atau tidak. 

3. Dalam hal DIPA Pelikan tidak bcrubah, KPA meng-update ADK RKA-K/L DIPA 
serta mencetak dan menclapkan POK. 

4. Dalam hal Revisi Anggaran mengakibatkan perubahan DIPA Petikan, 
KPA menyiapkan usulan Revisi Anggaran beserta dokumen pendukungnya. 

5. KPA menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada DJPB untuk mendapat 
pengesahan. 

Kcterangan: 

KPA menyiapkan: 
• Surat usulan revisi; 
• Download ADK RKA­ 

K/L unt menyusun 
Matriks Semula­ 
Menjadi; 

• UpdateADK RKA-K/L; 
• Dokumen pendukung; 
• SPTJM. • UpdateADK RKA-K/L; 

• Cetak POK; 
• Menetapkan POK. 

anggaran. 
• Melakukan revisi 

MEKANISME PENYELESAIAN REVISI ANGGARAN 
PADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN 

MENTER! KEUANGAN 
AEPUOLIK INDONESIA 

W\MPIRJ\N V 
PERATURAN Ml>NTERI l<EU/\NOAN REPUBLIK INDONESl/1 

dNOMOR 7/PMK.02/2014 
TENTANO 
T/\T/\ CIIR/1 REVISI ANGG/\R/\N TAIIUN ANCOIIRAN 20M 
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I 
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9. Perubahan pagu anggaran pembayaran bunga Pasal 19 ;/ 
utang. Persyaratan tambahan yang harus 
dilampirkan yaitu dokumen nilai tukar rupiah 
terhadap valuta asing sesuai kurs tengah Bank 
Indonesia. 

8. Perubahan pagu anggaran pembayaran Subsidi Pasal 18 
Energi. Persyaratan tambahan yang harus . ayat (3) 
dilampirkan yaitu surat persetujuan Menteri 
Keuangan. 

7. Pengurangan alokasi pinjama.n proyek luar Pasal 17 
negeri. 

6. Penggunaan anggaran belanja yang bersumber Pasal 16 
dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker BLU. ayat (1) 

5. Penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang. Pasal 15 

4. Penerimaan HLN/HDN setelah Undang-Undang Pasal 14 
mengenai APBN Tahun Anggaran 2014 
ditetapkan. Persyaratan tambahan yang harus 
dilampirkan yaitu Nomor register HLN/HDN. 

3. Percepatan penarikan PHLN dan/atau PHDN. Pasal 13 
Persyaratan tambahan yang harus dilampirkan 
yaitu Anual Work Plan yang disetujui Lender. 

2. Lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya Pasal 12 
bersumber dari PHLN dan/atau PHDN. ayat (3) 
Persyaratan tambahan yang harus dilampirkan 
yaitu daftar sisa PHLN dan/atau PHDN yang 
ditanda tangani kepala KPPN. 

1. Kelebihan realisasi PNBP di atas target yang Pasal 11 ;/ 
direncanakan dalarn APBN. Persyaratan yang ayat (2) 
tambahan harus ctilarnpirkan yaitu: 
a. matriks perubahan target PNBP; 
b. SSBP clan NTPN. 

A. DAFTAR REVIS! ANGGARA!':1 YANG DISEBABKAN PENAMBAHAN ATAU 
PENGURANGAN PAGU ANGGARAN BELANJA TERMASUK PERGESERAN 
RJNCIAN ANGGARAN BELANJANY A 
1. Lingkup Revisi Anggaran dan Kewenangan 

DAFTAR RINCIAN RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN 
PENYELESAIAN REVIST ANGGARAN 

MENTER! l(EUANGAN 
REl~UBLII< INOOI\IESIA 

Li\MPIRAN VI 
PERATURAN MENTli:RI Kli:UANCAN REPUBI.IK INOONESIA 
NOMOR 7 / p M !(. O 2 / 2014 
TE:NTANC 
TATA CARA RE:VISI ANOOARAN TAHUN ANOOARI\N 2014 



., 

2. Persyaratan Umum Revisi Anggaran 
a. Surat usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan 

(semula-menjadi); 

b. SPTJM; 

c. Copy DIPA terakhir; 
d. Revisi RKA-K/L; dan 

e. ADK RKA-K/L DIPA. 

20. Perubahan pagu anggaran transfer ke daerah. Pasal 30 

19. Pengurangan alokasi HLN. Pasal 29 

18. Perubahan pagu anggaran dalam rangka Pasal 28 
penyesuaian kurs. 

Pasal27 1 7. Perubahan pagu anggaran PMN. 

16. Perubahan pagu anggaran pembayaran cicilan Pasal 26 ...J 
pokok utang. 

15. Percepatan realisasi pelaksanaan proyek yang Pasal 25 ...J 
dananya bersumber dari SBSN PBS. ayat (3) 

14. Percepatan pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Pasal 24 -../ 
penerusan hibah. 

13. Lanjutan pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Pasal 23 ...J 
pencrusan hibah. 

12. Percepatan pela.ksanaan Kegiatan dalam rangka Pasal 22 ...J . 
Penerusan Pinjaman. 

11. Lanjutan pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Pasal 21 ...J 
. penerusan pinjaman. Persyaratan tarnbahan ayat (4) · 
yang harus dilampirkan yaitu Daftar Rincian 
Kegiatan dan Realisasi Anggaran. 

Pasal 20 
ayat (4) 

10. Lanjutan pelaksanaan PNPM. 

No. 

MENTER! l(C:UANGAN 
Rl:PUBUI< INDONESIA 



pengesahan .../ 

10. Penghapusan/perubahan catatan Pasal 31 
daJam halaman IV DIPA. ...J 

9. Pergeseran antar Kcgiatan dan antar Pasal 5 
Satker dalam wilayah kerja Kanwil ayat (3) pencesnhnn 

DJPB yang berbecla. huruf i 

8. Pergeseran antar Kegiatan dan antar Pasal 5 
Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja ayat (3) 
Kanwil DJPB. huruf h 

7. Pergeseran antar Kegiatan dalam 1 Pasal 5 
(satu) Satker. ayat (3) 

huruf g 

Pasal 5 
ayat (3) 
huruff 

6. Pergeseran antar Keluaran, Kegiatan 
ang sama dan antar Satker dalam 

ayah kerja Kanwil DJPB yang 
berbeda. 

pengesahan 

Pcngeaa.han 

Pasal 5 
ayat (3) 
hurufe 

5. Pergeseran antar Keluaran, Kegiatan 
ang sama clan antar Satker dalam 1 

(satu) wilayah kerja Kanwil DJPB. 

pengc•ahon ...J 

pengesehan 

pengeaahan 

Pengesahan 

Pasal 5 
ayat (3) 
hurufd 

4. Pergeseran dalam Keluaran yang 
ama, Kegiatan yang sama clan antar 

Satker dalam wilayah kerja Kanwil 
DJPB yang berbeda. 

3. ergeseran dalam Keluaran yang Pasal 5 
ama, Kegiatan yang sama dan antar ayat (3) 

hurufc atker dalam 1 (satu) wilayah kerja 
<anwil DJPB. 

2. Pergeseran antar Keluaran, 1 (satu) Pasal 5 
Kegiatan dan 1 (satu) Satker. ayat (3) 

hurufb 

ergeseran dalam 1 (satu) Keluaran, 
1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker. 

l. Lingkup Revisi Anggaran clan Kewenangan 

- 3 - 
B. PERUBAHAN ATAU PERGESERAN RINCfAN ANGGARAN DALAM HAL PAGU 

ANGGARAN TETAP 

MENTER! l<EUANGAN 
r~ErUBLII( INDONESIA 



2. Persyaratan Umum Perubahan atau Pergeseran Rincian Anggaran Dalam 
Hal Pagu Anggaran Tetap 
a. Surat usulan Revisi Anggaran dilampiri Matriks Perubahan 

(sernula-menjadi]; 
b. SPTJM; 
c. Usulan revisi DIPA; dan 
d. ADK RKA-K:/L DIPA. 

19. pergeseran anggaran dari BA K/L ke Pasal 40 ..J 
BA BUN. 

18. Pergeseran antar subbagian Pasal 39 
anggaran dalam Bagian Anggaran .../ 
999 (BA BUN). 

17. Pergeseran anggaran dari BA BUN Pasal 38 
Pengelolaan Belanja Lainnya (BA -J 
999.08) ke BA K/L. 

16. Pergeseran anggaran dalam satu Pasal 37 ..J 
subbagian anggaran BA BUN. 

15. Perubahan komposisi instrumen Pasal 36 ../ 
pembiayaan utang. 

14. Penambahan/perubahan rumusan Pasal 35 ..J 
kinerja. 

13. Penggunaan dana Output Cadangan. Pasal 34 ../ 

12. Pergeseran anggaran dalam rangka Pasal 33 ..J 
penyelesaian inkrachi: 

pengesaban 
cara penarikan Pasal 32 11. Penambahan 

PHLN/PHDN. 

.Esl. J KPA No. 

MENTEl<I t<EUANGAN 
REPUBL.11< INDONESIA 



;~lr '~ ·,, -~ ,·IV,;?'i',,n KEWENAN.GAN 
-No, , -.-~~:~ URAIAN REVIS! 

0 • ·J,,L·l• r ·~?' · .. · ' " K wil" ·~~ ~ .. ,,. ~ , .. _ f'" i an ;:;c.-·.-,,::?f:-,. . ,. ,. . . ' 1 tt~ASADr.- lf8JA - - .,_, 
' - - • - . - " .~ ,!;.i".'· :;ii-., *.'it'.:' &:~. J,,,,·M·>.~.,, , ~. , DJPBN 

1. Ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi Pasal 6 
sepanjang dalam peruntukan dan sasaran huruf a -J 
yang sama. 

2. Ralat kode Kantor Pelayanan Pasal 6 
Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam hurufb 

...J 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

3. Ralat kode Kantor Pelayanan Pasal 6 
Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam hurufc i wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan yang berbeda. 

4. Peru bah an nomenklatur bagian anggaran Pasal 6 i dan/atau Satker sepanjang kode tetap. huruf d 
5. Ralat kode nomor register PHLN/PHDN. Pasa16 i huruf c 
6. Ralat kode kewenangan. Pasal 6 

...J huruf f 
7. Ralat kode lokasi dan lokasi KPPN dalam Pasal 6 

1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah hurufg i 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

8. Ralat kode lokasi dalam wilayah kerja Pasal 6 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal huruf h 
Perbendaharaan yang berbeda dan lokasi -J KPPN dalam 1 {satu) wilayah kerja Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan 

9. Ralat kode lokasi dan lokasi KPPN dalam Pasal 6 
wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat huruf i i 
Jenderal Perbendaharaan yang berbecla 

10. Ralat kode Satker Pasal 6 ..J huruf j 
11. Ralat cara penarikan PHLN/PHDN. Pasal 6 ...; 

huruf k 

12. Ralat pen can tu man volume, jenis, dan Pasal6 
satuan Keluaran yang berbeda antara huruf 1 i RKA-K/L dan RKP atau hasil kesepakatan 
DPR-RI dengan pemerintah. 

- 5 - 
C. DAFTAR REVISI ANGGARAN KARENA KESALAHAN ADMINISTRASI 

1. Lingkup Revisi dan Kewenangan 

MENTERI KEUANGAN 
Rl::PUBl.11( INDONESI/\ 



Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO UMUM 

u.b.> - --.- 
KEPALA BAGIANT.U. l{~MENTERIAN 

MUHAMAD CHJ\TIB BASRI 

ttd. 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

2. Persyaratan Umum Ralat Administrasi 
a. Surat usulan Revisi Anggaran dilampiri Matriks Perubahan (semula- 

menjadi); 
b. SPTJM; 
c. Usulan revisi DIPA; dan 
d. ADK RKA-K/L DIPA. 

- 6 - 
KEWENANGAN 

No. URAIAN REVIS! 
PASAL DJA Kanwil 

DJPBN . 
13. Ralat rencana penarikan dana atau rencana Pasal 6 

" penerimaan dalam halaman III DIPA huruf m 

14. Ralat pencantuman volume Keluaran dalam Pasal 6 " DIPA huruf n 
15. Perubahan pejabat perbendaharaan Pasal6 ..J hurufo 

MENTEAIKEUANGAN 
REPUBUK INOONESIA 



........................................ (14) 
NIP/NRP (15) 

Kuasa Pengguna Anggaran 

Dernikian kami sampaikan, atas kerja samanya diucapkan terirna kasih. 

2. Alasan/pertimbangan perlunya Revisi Anggaran: 
a (9) 
b (10) 

3. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut: 
a. Kategori revisi...... ( 11) · 
b. Jenis revisi ...... (12) 

4. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan data dukung berupa: 
a. Matriks perubahan (semula-menjadi) sebagaimana daftar terlampir. 
b. SPTJM. 
c. ADK RKA-K/L DIPA Revisi. 
d (13) 

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014. 

b (8) 
c. DIPA Petikan No , Tanggal 

kode digital stamp . 

/PMK.02/2014 
1. Dasar Hukum: 

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (6) 
Di 

................. (7) 

: Segera 
: Satu Berkas 
: Usulan Revisi Anggaran 

(tanggal-bulan) 2014 /2014 I : S- Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

KEMENTERIAN/LEMBAGA (2)} 
UNIT ES ELON I.. (3) Kop 
Satker (4) 
Alamat (5) 

LOGO (1) 

FORMAT SURAT USULAN REVJSI ANGGARAN 

A. FORMAT SURAT USULAN REVIS! ANGGARAN DARI KUASA PENGGUNA 
ANGGARAN KEPADA KAI':,TTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL 
PERBENDAHARAAN 

MENTERI l<EUANGAN 
Rl:PUOLII( INDONESIA 

LAMPIRAN VII 
PERATURAN MENTER! KEUANOAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7/PMK.02/2014 
TENTANO 
TATA CARA REVJSJ ANOOARAN TAHUN ANOOARAN 2014 



.• 

Keterangan: 
l. Diisi dengan logo K/ L. 
2. Diisi dengan nomenklatur K/L. 
3. Diisi dengan unit eselon I pengusul Revisi Anggaran. 
4. Diisi dengan Satker pengusul Revisi Anggaran. 
5. Diisi dengan alamat Satker. 
6. Diisi dengan tujuan [Kepala Kanwil DJP:S). 
7. Diisi dengan alamat Kanwil DJPB. 
8. Diisi dengan peraturan-peraturan lain sebagai dasar hukum revisi (jika ada). 
9. Diisi dengan aJasan/pertimbangan yang menjadi penyebab dilakukannya 

Revisi Anggaran dari sisi perubahan kebijakan atau ada penugasan baru. 
10. Diisi dengan aJasan/pertimbangan dari sisi tujuan Revisi Anggaran, antara lain: 

antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, mempercepat 
pencapaian kinerja K/L, dan/atau meningkatkan efektivitas, kualitas belanja 
dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas (pilih sesuai keperluan). 

11. Diisi denga.n ka.tegori Revisi Anggaran yaitu perubahan rincian anggaran yang 
disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk 
pergeseran rincian angga.ran belanjanya, perubahan atau pergeseran rincian 
angga.ran daJam hal pagu anggaran tetap, dan/ atau perubahan/ ralat ka.rena 
kesaJahan administrasi (pilih sesuai keperluan). 

12. Diisi denga.n jenis Revisi Angga.ran, (contoh: pergeseran antar keluaran daJam 
satu kegiatan dan 1 (satu) Satker dalarn rangka memenuhi kebutuhan biaya 
operasional). 

13. Diisi dengan dokumen pendukung lainnya terkait dilakukan Revisi Anggaran 
yang dilakukan (contoh: Surat Pemyataan Penggunaan Hasil Optimalisasi/Sisa 
Anggaran Swa.kelola). 

14. Diisi dengan na.ma KPA. 
15. Diisi dengan NIP/NRP KPA. 

- 2 - 

MENTER! l<EUANGAN 
REPUBLII( INDONESIA 

l ·- 4.,. 
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Keterangan: 

1. Diisi dengan nomenklatur Satker pengusul Revisi Anggaran. 
2. Diisi dengan Program yang direvisi. 
3. Diisi dengan Kegiatan yang direvisi. 
4. Diisi dengan Keluaran yang direvisi (termasuk apabila terjadi perubahan jenis 

Keluaran). 
5 .. Diisi dengan volume Keluaran awal sebelum Revisi Anggaran. 
6. Diisi dengan volume Keluaran akhir setelah Revisi Anggaran. 
7. Diisi dengan penambahan/pengurangan volume Keluaran setelah Revisi 

Anggaran. . 
8. Diisi dengan alokasi anggaran awal sebelum Revisi Anggaran . 

. 9. Diisi dengan alokasi anggaran akhir setelah Revisi Anggaran. 
10. Diisi dengan penambahan/pengurangan alokasi anggaran setelah Revisi 

Anggaran. 

No. Uraian Semula Meniadi +/- 
1. Program ... (2) 
2. Kegiatan ... (3). 
3. Keluaran ... (4) 

• Volume aaa (5) bbb (6) ccc(7) 
• Rupiah Rp.xxx.xxx (8) Rp.yyy.yyy (9) Rp.zzz.zzz( 10) 

4. Kode Digital Stamp 9999. 9999. 9999. 9999 -- 

- 3 - 
MATRlKS PERUBAHAN (SEMULA-MENJADI) 

SATI(ER (1) 

MENTER! l(EUANGAN 
REPUE.\UI< INOONC:SII\ 



....................................... (11) 
NIP/NRP (12) 

(Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/ 
Sekretaris/Pejabat Eselon I 
Kernen terian / Lem baga) 

Demikian kami sampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih. 

1. Dasar Hukum: 
a. Peraturan Mentcri Keuangan Nomor /PMK.02/2014 

tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014. 
b (5) 
c. DHP RKA-K/L Ditjen No Tanggal.. . 
d. DIPA Induk No Tanggal kode Digital Stamp .. 
e. DIPA Petikan No Tanggal kode Digital Stamp . 
f. DIPA Petikan No Tanggal kode Digital Stamp . 

2. Alasan/pertimbangan perlunya Revisi Anggaran: 
a (6) 
b (7) 

3. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut: 
a. Kategori revisi (8) 
b. Jenis revisi. (9) 

4. Berkenaan dengan usulan Revisi Anggaran tersebut di atas dilampirkan data 
dukung berupa: 
a. Matriks perubahan (semula-menjadi) sebagaimana daftar terlampir. 
b. SPTJM. 
c. ADK RKA-K/L DIPA Revisi. 
d (10) 

Yth. Direktur Jenderal Anggaran 
Di 

jakarta 

: Segera 
: Satu Berkas 
: Usulan Revisi Anggaran 

(tanggal-bulan) 2014 /2014 I : S- Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

KEMENTERIAN/LEMBAGA (2)} 
UNIT ESELON I.. (3) Kop 
Alamat , (4) 

LOGO (1) 

- 4 - 
B. FORMAT SURAT USULAN REVISI ANGGARAN DARI ESELON I KEPADA 

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 

MENTER! l(EUANGAN 
REPUl3LII< IMDONESIA 



Keterangan: 
1. Diisi dengan logo K/L. 
2. Diisi dengan nomenklatur K/L. 
3. Diisi dengan unit eselon I pengusul Revisi Anggaran. 
4. Diisi dengan alamat unit eselon I. 
5. Diisi dengan dasar hukum lainnya (contoh: UU, PP, Perpres) atau keputusan 

sidang kabinet atau keputusan rapat yang dipimpin menteri koordinator. 
6. Diisi dengan alasan/pertimbangan yang menjadi penyebab dilakukannya Revisi 

Anggaran dari sisi perubahan kebijakan atau ada penugasan baru. 
7. Diisi dengan alasan/pertimbangan dari sisi tujuan Revisi Anggaran, antara lain 

antisipasi terhadap perubahan kondisi clan prioritas kebutuhan, mempercepat 
pencapaian kinerja Kementerian/Lembaga, dan/atau meningkatkan efektivitas, 
kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas (pilih 
sesuai keperluan). 

8. Diisi dengan kategori revisi yaitu perubahan rincian anggaran yang disebabkan 
penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran 
rincian anggaran belanjanya, perubahan atau pergcseran rincian anggaran 
dalam hal pagu anggaran tetap, dan/atau perubahan/ralat karena kesalahan 
administrasi (pilih sesuai keperluan). 

9. Diisi dengan jenis Revisi Anggaran, (contoh: pergeseran antar keluaran dalam 
1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker dalam rangka mernenuhi kebutuhan biaya 
operasional). 

10. Diisi dengan dokumen pendukung lainnya terkait dilakukan Revisi Anggaran 
yang dilakukan (contoh: Surat Pernyataan Penggunaan Hasil Optimalisasi/ 
Sisa Anggaran Swakelola}. 

11. Diisi dengan nama Pejabat Eselon I K/L. 
12. Diisi dengan NIP/NRP Pejabat Eselon I K/L. 

- 5 - 

MENTERIKEUANGAN 
REPLJBLII( INOONl:SIA 



Salinan scsuai dcn.gan aslinya 
KEPALA )31'RO UMUM 

/ u.b. 
KEPAr,BAGl.l\N 'r.U. KEMENTERlAN 

~;_} 
GIAR <, 

NIP 1 20'13J846:i)oo 1 
~ 

MUHAMAD CHATIB BASRI 

ttd. 

MENTERl KEUANGAN REPUBl.,IK INDONESIA, 

Keterangan: 

1. Diisi dengan nomenklatur Eselon I pengusul Rcvisi Anggaran. 
2. Diisi dengan nomcnklatur Satker yang direvisi. 
3. Oiisi dengan Program yang direvisi. 
4. Diisi dcngan Kegiatan yang direvisi. 
5. Diisi dengan Keluaran yang dircvisi (termasuk apabila lerjadi perubahan jenis 

Keluaran). 
6. Diisi dcngan volume Keluaran awal sebclum Rcvisi Anggaran. 
7. Diisi dengan volume Keluaran akhir setelah Revisi Anggaran. 
8. Diisi dengan penambahan/pengurangan volume Keluaran setelah Revisi 

Anggaran. 
9. Diisi dengan alokasi anggaran awal sebelum Revisi Anggaran. 
10. Diisi dengan alokasi anggaran akhir setelah Revisi Anggaran. 
11. Diisi dengan penambahan/pengurangan alokasi anggaran setelah Revisi 

Anggaran. 
12. Diisi dengan Digital stamp semula. 

No. Uraian Scmula Meniadi +/- 
A. Satker. ...... (2] (kode Diaital Stamol(l2) 
1. Program ... (3) 
2. Kegiatan ... (4) 
3. Keluaran ... (5) . Volume aaa (6) bbb (7) ccc(8) 

• Rupiah Rp.xxx.xxx (9) Rp.yyy.yyy (10) Rp.zzz.zzz(l l) 
B. Satker ....... (2) (kode Digital Stamp)(l21 
1. Program ... (3) 
2. Kegiatan ... (4) 
3. Keluaran ... (5) 

• Volume aaa (6) bbb (7) ccc(8) 
• Rupiah Rp.xxx.xxx (9) Rp.yyy.yyy (10) Rp.zzz.zzz(l 1) 

- 6 - 
MATRJKS PERUBAHAN (SEMULA-MENJAOI) 

ESELON 1 (1) 

MENTERI KEUANGAN 
REPUSLIK INOONESIA 



*) format SPTJM KPA terkait BA BUN, baik untuk KPA BUN sebagai Peleksana Kcgiatan atau sebagai Penyalur Dann, 
rumusan pemyataan discsuaikan cleni;:an karakrerisrik don keburuhan mu•ing-m•sinc subbagian anggaran BA DUN. 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 
NOMOR: (6) 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama : (7) 
NIP/NRP : (8) 
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran 

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal 
sebagai berikut: 
1. Usulan Revisi Anggaran telah disusun sesuai ketentuan sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun · 
'2014. 

2. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka Revisi Anggaran telah 
disusun dengan lengkap da'.n benar, disimpan oleh Satuan Kerja, dan siap untuk 
diaudit sewaktu-waktu. · 

3. Perhitungan kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam TOR/RAB telah 
disusun mengikuti ketentuan dan merupakan harga yang paling ekonomis. 

4. Revisi anggaran yang dilaksanakan tidak mengurangi volume Keluaran yang 
telah direncanakan. 

5. Persetujuan dari Kementerian Perencanaan/Bappenas dalam hal 
Revisi Anggaran menyebabkan pengurangan volume keluaran pada Kegiatan 
Prioritas Nasional sudah ditetapkan. 

6. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material atas 
kebenaran usulan Revisi Anggaran yang diajukan. 

7. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan 
kerugian negara, saya bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas 
Negara. 

8. Dalam hal Revisi Anggaran mengakibatkan permasalahan hukum, rnenjadi 
tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebcnarnya, dalam keadaan 
sadar, dan tidak dibawah tekanan. 

.. , (9) 
------.. Kuasa Pengguna Anggaran 

Materai (10) 6000 
.___ ___. NIP/NRP (11) 

LOGO (1) KEMENTERIAN/LEMBAGA (2)} 
UNIT ESELON I.. (3) !{op 
Satuan !{erja (4) 

. Alamat (5) 

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJJ\WAB MUTLAK (SPTJM) 

A. FORMAT SPTJM KUASA PENGGUNA ANGGARAN *) 

MENTEf<I 1(1'.:UANGAN 
REPUBLII< INDONESIA 

LAMPIRIIN VIII 
Pl£RATURAN MENT!;:RI KEUANOAN REPUBUK INDONESIA 
NOMOR 7/PMK.02/2014 
TltNTANO 
TATA CARA RIWISI ANGOARAN TAHUN ANOOARAN 2014 



Keterangan: 
1. Diisi dengan logo Kementerian/Lembaga. 
2. Diisi dengan uraian nama Kementerian/Lembaga. 
3. Diisi dengan uraian nama unit Eselon I. 
4. Diisi dengan uraian nama Satker. · 
s. Diisi dengan alamat Satker. 
6. Diisi dengan nomor Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. 
7. Diisi dengan nama pejabat penanda tangan Surat Pemyataan Tanggung 

Jawab Mutlak. 
8. Diisi dengan NIP/NRP. 
9. Diisi dengan tempat dan tanggal. 
10. Diisi dengan nama Kuasa Pengguna Anggaran. 
11. Diisi dengan NIP/NRP Kuasa Pengguna Anggaran. 
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MENTER! l<EUANGAN 
Rl:l"'UOLII( INDONESIA 



••) format SPTJM Eselon I terkait BA BUN, untuk Eselon I sebagai PPA BUN, rumusan pcrnyataan 
disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing subbagian anggaran BA BUN. 

............................................ (10) 

NIP/NRP (11) 

Materai 
6000 

Dernikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan 
sadar, dan tidak di bawah tekanan. · ·1 

.......... : , (9) 

Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/ 
Sekretaris/Pejabat Eselon I 

.....---------, 

4. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material atas 
usulan Revisi Anggaran yang ctiajukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

2. Dokumen-dokurnen yang dipersyaratkan dalam rangka Revisi Anggaran telah 
disusun dengan lengkap dan benar, disimpan oleh Satuan Kerja dan unit 
Eselon I, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu. 

3. Dalarn hal pagu anggaran berubah, usul Revisi Anggaran telah dibahas dan 
direviu dengan unit Inspektorat terkait (APIP K/L). 

1. Usulan Revisi Anggaran yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran telah 
diteliti, diperiksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung yang 
disampaikan. 

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal 
sebagai berikut: 

NIP 
Jabatan 

: (6) 

: (7) 

: Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utarna/Sekretaris/Pejabat Eselon I (8) 

Na.ma 

SURAT PERNYATMN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 
NOMOR: (5) 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

KEMENTERIAN / LEMBAGA (2) } 
UNIT ESELON I.. (3) Kop 
Alarnat (4) 

LOGO (1) 

B. FORMAT SPTJM ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA ·H·) 

- 3 - 

MEN'fERI l(EUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 



u.b. 
KEPALA BAGiAN T.U. KEME{ffERIAN 11-· - -~ 

~ ~ov _..,...-/ }} 
GIARTO ...- f 
NIP 195 ·2orna:o:;1-00» - 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO UM\:1~ 

; 

MUHAMAD CH/\TIB BASRI 

ttd. 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Keterangan: 
1. Dusi dengan logo Kemenlerian/ Lembaga. 
2. Diisi dengan uraian nama Kemenlerian/Lembaga. 
3. Diisi dcngan uraian nama unit Eselon I. 

4. Diisi dengan alamat unit Eselon I. 

5. Diisi dcngan nomor SPTJM. 
6. Diisi dengan nama pejabat penanda tangan SPTJM. 
7. Diisi dengan NIP/NRP pejabal penanda tangan SPTJM. 
8. Diisi dengan uraian jabalan penanda tangan SPT JM sesuai keperluan. 
9. Diisi dengan ternpat dan tanggal. 

10. Diisi dcngan nama pejabat penanda Langan SPTJM. 

11. Diisi dengan NIP/NRP pejabal pcnanda tangan SPTJM. 

- 4 - 

li#~I< 
MENTER! KEUANOAN 
AEPUBUK INOONESIA 



Tembusan: 
1. Menteri/Pimpinan Lembaga (8); 
2. Ketua Sadan Perneriksa Keuangan; 
3. Gubemur (9); 
4. Eselon I (10); 

-, 5. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan dan Direktur Pelaksanaan Anggaran; 

6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (11). 

........................................ (6) 
NIP (7) 

a.n. Direktur Jenderal Anggaran 
Direktur Anggaran I/ Anggaran II/ 
Anggaran III 

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 

Sehubungan dengan surat usulan Revisi Anggaran nomor (3) Tanggal (4) 
dengan ini disampaikan: 

1. Usulan Revisi Anggaran tclah disahkan dan Database RJ<A·K/L DIPA pada Kementerian 
Keuangan telah diperbaharui. 

2. Dengan pengesahan Revisi Anggaran ini Kode Pengarnan (Digital Stamp) DIPA Petikan 
yang digunakan sebagai dasar transaksi berubah menjadi sebagai berikut: 
a. Satker Kade Pengaman (Digital Stamp) (5) 

b. Satker. Kode Pengaman (Digital Stamp) (5) 

3. Dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi, Kuasa Pengguna Anggaran dan 
Kepala KPPN agar mengunduh PDF File DIPA Petikan Revisi sebagai dasar untuk 
mencetak DIPA Petikan Revisi sebagaimana tercantum dalarn notifikasi terlampir. 

Tempat 
Di 

Yth. 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q Direktur Sistem Perbendaharaan 
2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I K/L 

: Segera 
: Satu Berkas 
: Pengesahan Revisi Anggaran 

(tanggal-bulan) 2014 /2014 I : S- Nomor 
Sifat 
Lampirari 
Hal 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLII{ INDONESIA 
DIREKTORATJENDERALANGGARAN 

Oedung Soetikno Slamet Lantoi 4, Jalan Or.Wahidin No. I, Jakarta Pusat 10710, Kotak l'os 2435 JKP 10024 
TELEPON (021) 3849315 FAKSIMILE (021) 3847157; SITUS www.anggaran.depkeu.go.id 

PADA ANGGJ\RAN REVIS! A. FORMAT SURAT PENGESAHAN 
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 

FORMAT SURAT PENGESAHAN REVIS! ANGGARAN 

MENTERI J<EUANGAN 
RF.PUL1LII< INDONl=SIA 

L/\MPIRAN IX 
PE:RATURAN MENTER! l(EUANOI\N REPUBl..lK INOONESIA 
NOMOR 7 /PMK.02/2014 
mNTI\NO 
TAT/\ CI\RI\ REVISI ANOOI\RI\N TAHUN ANOOARAN 2014 



Keterangan: 
1. Diisi dengan nama dan kode Satker yang direvisi. 
2. Diisi dengan KPPN yang yang me1akukan pembayaran. 
3. Diisi dengan nornor surat usu1an Revisi Anggaran .. 
4. Diisi dengan tarrggal surat Usu1an Revisi Anggaran. 
5. Diisi dengan kode Digital Stamp baru per masing-masing Satker. 
6. Diisi dengan nama Direktur Anggaran 1/ Anggaran II/ Anggaran III yang 

mengesahkan Revisi Anggaran. 
7. Diisi dengan NIP Direktur Anggaran I/ Anggaran II/ Anggaran HJ yang 

mengesahkan Revisi Anggaran. 
8. Diisi dengan Menteri atau Pimpinan Lembaga Satker yang direvisi. 
9. Diisi dengan Gubenur terkait. 
10. Diisi dengan Eselon I tempat Satker. 
11. Diisi dengan Kepala Kanwil DJPB terkait. 

- 2 - 

MENTERI l<EUANGAN 
REPUBLII< INDONESI/\ 



Tembusan: 
1. Menteri/Pimpinan Lembaga (11); 
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 
3. Gubernur (12); 
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan; 
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan dan Direktur Pelakeanaan Anggaran. 

........................................ (9) 
NIP (10) 

Kepala Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan .... (8) 

Demikiari disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 

Sehubungan dengan surat usulan Revisi Anggaran nomor (5) Tanggal (6) 
dengan ini disampaikan: 
l. Usulan Revisi Anggaran telah disahkan dan Database RKA-K/L DIPA pada Kementerian 

Keuangan telah diperbaharui. 
2. Dengan pengesahan Revisi Anggaran ini Kode Pengaman (Digital Stamp) DIPA Petikan 

yang digunakan sebagai dasar transaksi berubah menjadi (7) 
3. DaJam rangka mernenuhi kebutuhan administrasi, Kuasa Pengguna Anggaran dan 

Kepala KPPN agar mengunduh PDF File DIPA Petikan Revisi sebagai dasar untuk 
mencetak DIPA Petikan Revisi sebagaimana tercantum daJam notifikasi terlampir. 

Di 
Temp at 

Yth. l. Kuasa Pengguna Anggaran Satker (3) 
2. Kepala KPPN (4) 
3. Kepala KPPN (4) 

: Segera 
: Satu Berkas 
: Pengesahan Revisi Anggaran 

(tanggal-bulan) 2014 /2014 I : S- Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

• 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN . 

KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN (1) 
· Alamat (2) 
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B. FORMAT SURAT PENGESAHAN REVISI ANGGARAN PADA KANTOR WILAYAH 

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 

MENTER! KEUANGAN 
REPUBLII< INDONESIA 



MUI IAMAD CHATIB BASRI 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO.UMl:JM 

ttcl. 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Ketcrangan: 

1. Diisi dengan Kanwil DJPB yang mengesahkan Revisi Anggaran. 

2. Diisi dcngan alamat Kanwil DJPB yang mengesahkan Revisi Anggaran. 
3. Diisi dengan nama dan kode Satker yang direvisi. 
4. Diisi dengan KPPN yang yang melakukan pembayaran. 

5. Diisi dengan nomor surat usulan Revisi Anggaran. 
6. Diisi dengan tanggal surat usulan Revisi Anggaran. 
7. Diisi dengan kode Digital Stamp baru. 

8. Diisi dengan Kanwil DJPB yang melakukan Revisi Anggaran. 

9. Diisi dengan nama Kepala Kanwil DJPB yang mengesahkan Revisi Anggaran. 
10. Diisi dengan NIP Kepala Kanwil OJPB yang merigesahkan Rcvisi Anggaran. 
11. Diisi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga Satker yang dircviei. 
12. Diisi dengan Gubenur terkait. 
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